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ABSTRACT  ARTICLE INFO 

Tax Obligation Assistance in Waluyojati Village, Ambarawa District to 
improve tax knowledge of Micro, Small and Medium Enterprises in 
Waluyojati Village, Ambarawa District better and have an impact on the 
level of taxpayer compliance. It is also expected that by increasing 
participants' understanding of the risks of tax audits, they will be able to 
reduce tax costs from tax fines for Macro, Small and Medium Enterprises. 
On the other hand, community service activities to assist the government 
in increasing tax revenues because more and more Micro, Small and 
Medium Enterprises are aware of their tax rights and obligations. The 
benefits of community service activities are focused on increasing the 
understanding of MSMEs, especially regarding how to calculate income 
tax payable, deposit income tax payable, and report income tax from their 
businesses. Also increase understanding of the risks of tax audits that 
may occur from every transaction in the MSME business, such as a good 
trading business. In this community service, a method with several stages 
is used, namely the observation, introduction, training and evaluation 
stages. The delivery of the material is presented with an overview of the 
basic material, the benefits of tax reporting for participants, and regarding 
the Matching of NIK and NPWP, at this stage the lack of knowledge about 
taxation among participants so that, after the socialization activity took 
place, public knowledge became higher and made it easier for the 
government to raise awareness of taxpayers. The discussion method, it 
was carried out with two-way communication and a question and answer 
session regarding the analysis of the material that had been delivered in 
the first stage and helped participants with the limited understanding of 
filling out the DJP online website which was assumed to be complicated 
for the community and provided an understanding of the validity for 
married women who are burdened independently because they live 
separately to continue to register for taxes. It is expected that the 
implementation of community service activities can increase participants' 
understanding of the risks of tax audits, they will be able to reduce tax 
costs from tax fines for Macro, Small and Medium Enterprises. On the 
other hand, community service activities to assist the government in 
increasing tax revenues because more and more Micro, Small and 
Medium Enterprises are aware of their tax rights and obligations 
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Pendampingan Kewajiban Pajak Di Desa Waluyojati Kecamatan 
Ambarawa  guna meningkatkan pengetahuan perpajakan Usaha Mikro, 
Kecil dan Menengah di Desa Waluyojati Kecamatan Ambarawa lebih baik 
dan berdampak pada tingkat kepatuhan wajib pajak. Diharapkan juga 
dengan meningkatkan pemahaman peserta tentang risiko pemeriksaan 
pajak, mereka akan dapat mengurangi biaya pajak dari denda pajak bagi 
Usaha Makro, Kecil dan Menengah. Di sisi lain, kegiatan pengabdian 
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kepada masyarakat guna membantu pemerintah dalam meningkatkan 
penerimaan pajak karena semakin banyak Usaha Mikro, Kecil dan 
Menengah yang sadar akan hak dan kewajiban perpajakannya.Manfaat 
dari kegiatan pengabdian yaitu difokuskan untuk meningkatkan 
pemahaman UMKM, khususnya mengenai cara menghitung PPh terutang, 
menyetor PPh terutang, dan melaporkan PPh dari usahanya. Juga 
meningkatkan pemahaman tentang risiko pemeriksaan pajak yang 
mungkin terjadi dari setiap transaksi di bisnis UMKM, seperti bisnis 
perdagangan yang baik. Dalam pengabdian masyarakat ini mengunakan 
metode dengan beberapa tahap yaitu tahap obseervasi, perkenalan, 
pelatihan dan Evaluasi. penyampaian materi disampaikan gambaran 
mengenai dasar materi, manfaat pelaporan pajak bagi peserta, dan 
mengenai Pemadanan NIK dan NPWP pada tahapan ini kurangnya 
pengetahuan terhadap perpajakan pada peserta sehingga, setelah 
kegiatan sosialisasi berlangung pengetahuan masyarakat menjadi 
semakin tinggi dan memudahkan pemerintah untuk menyadarkan wajib 
pajak. Untuk metode diskusi dilakukan dengan komunikasi dua arah dan 
sesi tanya jawab mengenai analisis materi yang telah disampaikan pada 
tahapan pertama dan membantu peserta akan keterbatasan pemahaman 
mengenai pengisian website DJP online yang berasumi terasa rumit bagi 
masyarakat serta memberikan pemahaman keberlakuan untuk Wanita  
yang sudah menikah yang dibebani secara mandiri karena mereka hidup 
secara terpisah untuk tetap mendaftar pajak. Diharapkan dari kegiatan 
pelaksanaan pengabdian masyarakat dapat meningkatkan pemahaman 
peserta tentang risiko pemeriksaan pajak, mereka akan dapat  
mengurangi biaya pajak dari denda pajak bagi Usaha Makro, Kecil dan 
Menengah. Di sisi lain, kegiatan pengabdian kepada masyarakat guna 
membantu pemerintah dalam meningkatkan penerimaan pajak karena 
semakin banyak Usaha Mikro, Kecil dan Menengah yang sadar akan  hak 
dan kewajiban perpajakannya 

 
PENDAHULUAN  

Dalam rangka mencapai pertumbuhan ekonomi yang stabil dan berkelanjutan, perlu didukung kokohnya 
stabilitas makroekonomi dan sistem keuangan (Linawati Linawati, 2022; Yusuf Yusuf, 2020). Untuk mendukung 
upaya tersebut diperlukan pemberdayaan sektor riil khususnya pengembangan Usaha, Mikro, Kecil, dan 
Menengah (UMKM) yang berkontribusi besar dalam pertumbuhan ekonomi di Indonesia (Ikbal et al., 2018; S. Y. 
A. Putri & Rahmawati, 2023; Sinaga & Linawati, 2023). Untuk menghadapi persaingan pasar global saat ini 
tidaklah mudah, karena produk UMKM akan bersaing dengan produk negara lain. Peningkatan akses dan 
jangkauan akses UMKM terhadap jasa keuangan sangat dibutuhkan untuk menghadapi persaingan tersebut 
(Pattipeilohy, 2018). Sehingga pengembangan UMKM tidak luput dari kontribusi pembiayaan dari perbankan dan 
lembaga keuangan lainnya yang masih memiliki keterbatasan informasi mengenai UMKM potensial lengkap 
dengan kelayakan usahanya (Nuraeni, 2018). Selanjutnya, agar terdapat peningkatan penyaluran kredit UMKM, 
diperlukan informasi laporan keuangan yang memadai. 

Tujuan pembangunan nasional yang selama ini berlangsung dan dipertahankan adalah untuk 
meningkatkan kesejahteraan rakyat baik material maupun spiritual. Pengeluaran pembangunan yang cukup 
besar diperlukan untuk mencapai tujuan ini. Meneliti sumber-sumber uang yang berasal dari dalam negeri, 
seperti pajak, merupakan salah satu cara untuk mencapai  peningkatan pendapatan bagi pembangunan 
.Pelaporan perpajakan merupakan elemen dalam setiap usaha di dalam melaksanakan kewajiban perpajakan 
terhadap pemerintah, dengan cara menyampaikan Surat Pembetitahuan (SPT). Ketentuan mengenai SPT ini 
telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan 
(Mardiasmo, 2016). Beberapa regulasi pajak mengalami perubahan yang tentunya pemerintah telah 
mensosialisasikan kepada wajib. Sama seperti pajak lainnya, pajak UMKM juga bersifat mengikat dan memaksa, 



 

Volume 3 Nomor 1                                                                                                                                           Pg. 37 
 

yang artinya, setiap pelaku usaha wajib untuk membayar dan melaporkan pajak UMKM kepada negara. 
Walaupun bersifat memaksa dan mengikat, tarif pajak yang ditetapkan pada pengusaha UMKM akan 
disesuaikan dengan kapasitas usahanya (T. Putri et al., 2019; Y Yusuf et al., 2023). 

Pemahaman kewajiban perpajakan oleh UMKM telah diulas dalam beberapa hasil penelitian. Fitria & 
Supriyono (2019) menemukan bahwa pemahaman UMKM atas peraturan perpajakan berpengaruh positif 
terhadap kepatuhan pelaku UMKM dalam membayar pajak. Indrawan & Binekas (2018) menyimpulkan bahwa 
pemahaman dan pengetahuan pajak berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak UKM. Maulida (2018) 
menyimpulkan bahwa UMKM menyatakan bersedia membayar pajak dengan tarif baru pajak yang dikenakan 
kepada UMKM sebesar 0,5% dari penjualan bruto. Akan tetapi, UMKM masih memerlukan bimbingan dan 
informasi lebih detail dalam menangani kewajiban perpajakannya. Putri et al. (2019) menemukan bahwa tingkat 
pemahaman wajib pajak UMKM Di Desa Waluyojati tergolong cukup baik, namun, kewajiban menghitung, 
membayar dan melaporkan wajib pajak UMKM Di Desa Waluyojati  masih rendah, berbanding terbalik dengan 
kemauan wajib pajak. Berdasarkan hasil penelitian-penelitian tersebut membuktikan bahwa pemahaman dan 
pengetahuan pajak UMKM berpotensi pada kepatuhan pelaksanaan kewajiban perpajakannya. Namun, untuk 
mendukung pengetahuan dan pemahaman tersebut, UMKM masih membutuhkan bimbingan dan informasi 
perpajakan. 

Wajib pajak yang melaksanakan UMKM dituntut untuk memahami peraturan dan tata cara perpajakan 
UMKM, agar kewajiban perpajakannya dilakukan dengan tepat mengacu pada aturan yang berlaku (L Linawati et 
al., 2023; Linawati Linawati & Putra, 2023; Mardiasmo, 2018). Dalam praktik dilapangan beberapa pengusaha 
UMKM banyak yang mengira bahwa pengenaan pajak atas penghasilan usahanya cenderung memberatkan, 
namun sebenarnya pelaku usaha khususnya UMKM diberikan fasilitas perpajakan dan dapat mengajukan 
permohonan kepada kantor pajak terkait angsuran atau penundaan pembayaran disesuaikan dengan 
kemampuan dan kegiatan usaha yang dilakukan oleh perusahaan yang bersangkutan (Cahyani & Noviari, 
2019).Sementara itu, pelaksanaan pengabdian kepada masyarakat terkait dengan sosialisasii perpajakan 
terhadap UMKM dilakukan oleh Friantin (2019). Kegiatan pengabdian kepada masyarakat tersebut bertujuan 
memberikan pengetahuan melalui pengenalan dan pelatihan E-Tax bagi para pengusaha UMKM. Kegiatan 
pengabdian ini dilaksanakan kepada masyarakat dengan peserta para pengusaha yang memproduksi karak 
herbal non pengawet yang berpendidikan rendah. Kegiatan ini dilakukan dengan metode penyuluhan dan 
pelatihan E-Tax. Selain itu, Hidayatulloh & Fatma (2019) melaksanakan pengabdian kepada UMKM di Dukuh 
Banjaran, Sukoreno, Sentolo, Kulon Progo, Daerah Istimewa Yogyakarta. Metode pengabdian kepada 
masyarakat ini menggunakan metode ceramah, sharing, dan diskusi. Hasil dari kegiatan pengabdian kepada 
masyarakat ini adalah meningkatkan pengetahuan pelaku UMKM mengenai perannya dalam pembangunan, 
meningkatkan pengetahuan pelaku UMKM mengenai manfaat NPWP, alasan pelaku UMKM harus membayar 
pajak, serta manfaat pajak. Selain itu, pengabdian ini juga menemukan alasan UMKM tidak membuat NPWP 
serta alasan pelaku UMKM tidak menerapkan Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2018. 

Menurut penelitian (Dwi Astiningsih et al.,2023) Sumber daya manusia untuk akuntansi, perpajakan, 
dan catatan keuangan biasanya kurang di UMKM. Hal ini dikarenakan pelaku UMKM lebih menitikberatkan pada 
produksi dan penjualan barang guna mendongkrak produksi dan penjualan. Tata cara pembukuan dan 
perpajakan sektor UMKM jauh dari standar karena keterbatasan sumber daya sehingga kepatuhan pajak UMKM 
rendah.Kurangnya informasi dan keahlian dalam menghitung dan melengkapi SPT PPh Badan   Merupakan 
permasalahan terbesar yang dihadapi UMKM di wilayah Desa Waluyojati .  Diharapkan dengan adanya kegiatan 
program pengabdian kepada masyarakat berupa Sosialisasi dan Pendampingan Kewajiban Pajak Di Desa 
Waluyojati di Kecamatan Ambarawa dapat bermanfaat bagi UMKM dengan   meningkatkan kesadaran mereka  
untuk mulai menegakkan peraturan perpajakan bagi UMKM. 

Berdasarkan hal tersebut, dipandang perlu dilakukan suatu kegiatan sosialisasi dan Pendampingan 
Kewajiban Pajak Di Desa Waluyojati  Kecamatan Ambarawa  guna meningkatkan pengetahuan perpajakan 
Usaha Mikro, Kecil dan Menengah di Desa Waluyojati Kecamatan Ambarawa lebih baik dan berdampak pada 
tingkat kepatuhan wajib pajak. Diharapkan juga dengan meningkatkan pemahaman peserta tentang risiko 
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pemeriksaan pajak, mereka akan dapat mengurangi biaya pajak dari denda pajak bagi Usaha Makro, Kecil dan 
Menengah. Di sisi lain, kegiatan pengabdian kepada masyarakat guna membantu pemerintah dalam 
meningkatkan penerimaan pajak karena semakin banyak Usaha Mikro, Kecil dan Menengah yang sadar akan 
hak dan kewajiban perpajakannya.Manfaat dari kegiatan pengabdian yaitu difokuskan untuk meningkatkan 
pemahaman UMKM, khususnya mengenai cara menghitung PPh terutang, menyetor PPh terutang, dan 
melaporkan PPh dari usahanya. Juga meningkatkan pemahaman tentang risiko pemeriksaan pajak yang 
mungkin terjadi dari setiap transaksi di bisnis UMKM, seperti bisnis perdagangan yang baik. Orang-orang yang 
menjalankan usaha di wilayah Kecamatan Ambarawa  yang bergerak di bidang industri  makanan, penjualan 
eceran atau online, peternakan, fashion , transportasi, dan usaha lainnya. 

 

METODE 
Berdasarkan Metode Pelaksanaan Program Pengabdian Masyarakat oleh Santosa Sumarsono(2020). 

Di dalam Buku ini memberikan panduan teknis mengenai bagaimana merancang, melaksanakan, dan 
mengevaluasi program-program PKM. 

Tahapan tahapan prosedur pelaksanaan pengabdian yang mencakup beberapa langkah strategis    
sebagai berikut : 
1) Observasi 

Observasi dilakukan untuk melihat, mengamati kondisi lingkungan subyek pada minggu ke 3 bulan 
September 2022 pada UMKM yang ada di Desa Waluyoi Kecamatan Ambarawa  

2) Perkenalan 
Perkenalan dilakukan diawal kegiatan dengan tujuan mempermudah mengenali kebutuhan UMKM. 
Perkenalan dilakukan pada minggu ke 4 bulan September 2022 dengan wawancara beberapa pemilik UMKM 
untuk melihat jenis usaha yang dimiliki UMKM sehingga bisa memilih pelatihan yang sesuai dengan kondisi 
UMKM. 

3) Pelatihan 
Memberikan sosialisasi dan pendampingan kewajiban pajak Di Desa Waluyojati Kecamatan Ambarawa pada 
10 Januari  2023.Pada tahap ini turut disampaikan mengenai manfaat pelaporan pajak bagi peserta yang 
mana pada sesi ini dijelaskan berbagai manfaat yang akan diterima oleh peserta (UMKM) apabila mereka 
rutin melaporkan pajak nya kepada pemerintah, adapun beberapa manfaat yang akan didapatkan 
diantaranya yaitu, dana yang didapatkan dari pajak dapat didistribusikan untuk membantu pembiayaan 
daerah, penambahan fasilitas bisnis, serta dapat memberikan bantuan untuk usaha mikro, kecil dan 
menengah 

4) Evaluasi 
Dalam pelatihan ini dilakukan evaluasi untuk mengukur tingkat keberhasilan program pelatihan. Peserta 
pelatihan yaitu UMKM bisa melakukan perhitungan pajak dan pelaporan pajak . Evaluasi dilakukan pada 
bulan maret 2023 dengan melakukan wawancara dengan beberapa pemilik UMKM. 

 

HASIL DAN PEMBAHASAN 
Berdasarkan permasalahan yang dapat diidentifikasi selama proses observasi dan diskusi awal dengan 

para pemilik UMKM Di Desa Waluyojati Kecamatan Ambarawa, terdapat beberapa langkah yang dilakukan 
dalam mencapai tujuan pelaksanaan pengabdian kepada masyarakat. Pertama, Tim melakukan bimbingan 
teknis (pemaparan materi, diskusi ) kepada pemilik UMKM yang bersangkutan tentang konsep dasar perpajakan, 
hak dan kewajiban perpajakan UMKM, serta penggunaan aplikasi terkait pelaksanaan kewajiban perpajakan 
UMKM. Kedua, Tim melakukan pendampingan dan konsultasi terkait pelaksanaan kewajiban perpajakan di Desa 
Waluyojati Kecamatan Ambarawa. 

Pelaksanaan Pelatihan Manajemen Keuangan dengan cara sebagai berikut: 
1) Memberikan ceramah 

Pada tahap ini turut disampaikan mengenai manfaat pelaporan pajak bagi peserta yang mana pada 
sesi ini dijelaskan berbagai manfaat yang akan diterima oleh peserta (UMKM) apabila mereka rutin 
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melaporkan pajak nya kepada pemerintah, adapun beberapa manfaat yang akan didapatkan diantaranya 
yaitu, dana yang didapatkan dari pajak dapat didistribusikan untuk membantu pembiayaan daerah, 
penambahan fasilitas bisnis, serta dapat memberikan bantuan untuk usaha mikro, kecil dan menengah. 

2) Diskusi 
Pada tahap ini setelah pemateri selesai menyampaikan materi dilakukan maka dilanjutkan dengan 

sesi diskusi dimana bagi para peserta dari UMKM yang belum mengerti ataupun terdapat hal-hal yang ingin 
ditanyakan kepada pemateri dapat didiskusikan pada tahap ini, hal ini diharapkan supaya para mitra UMKM 
dapat bekerja sama dengan baik kepada tim pelaksana serta memastikan materi serta jawaban yang telah 
diberikan dapat dipahami, banyak dari peserta UMKM yang ternyata belum memiki NPWP namun ingin 
melakukan pelaporan pajak, kami menjelaskan kembali cara-cara yang harus dilakukan serta dipersiapkan 
oleh peserta apabila ingin mendapatkan NPWP, setelahnya dilanjutkan dengan penjelasan ulang mengenai 
tahapan yang harus dilakukan oleh peserta apabila ingin mendaftarkan pajak secara online melalui situs 
resmi DJP hal ini kami lakukan supaya para peserta dapat lebih mengerti dan memahani alur yang harus 
mereka lakukan apabila ingin melaporkan pajaknya. Penjelasan ulang yang kami sampaikan pada sesi 
diskusi ini dengan harapan supaya peserta dari kegiatan pengabdian yang rata-rata telah memiliki usaha 
dapat melaporkan serta membayarkan pajaknya tanpa adanya rasa khawatir dan takut. 

3) Evaluasi 
Dalam pelatihan ini dilakukan evaluasi untuk mengukur tingkat keberhasilan program pelatihan. 

Peserta pelatihan yaitu UMKM bisa melakukan perhitungan pajak dan pelaporan pajak . Berdasarkan hasil 
diskusi yang dilakukan dengan metode  penyampaian materi dan metode diskusi kepada para UMKM di 
Kecamatan Ambarawa , yaitu pada metode penyampaian materi disampaikan gambaran mengenai dasar 
materi, manfaat pelaporan pajak bagi peserta, dan mengenai Pemadanan NIK dan NPWP, pada tahapan ini 
kurangnya pengetahuan terhadap perpajakan pada peserta sehingga, setelah kegiatan sosialisasi 
berlangung pengetahuan masyarakat menjadi semakin tinggi dan memudahkan pemerintah untuk 
menyadarkan wajib pajak. Untuk metode diskusi dilakukan dengan komunikasi dua arah dan sesi tanya 
jawab mengenai analisis materi yang telah disampaikan pada tahapan pertama dan membantu peserta akan 
keterbatasan pemahaman mengenai pengisian website DJP online yang berasumi terasa rumit bagi 
masyarakat serta memberikan pemahaman keberlakuan untuk    Wanita  yang sudah menikah yang dibebani 
secara mandiri karena mereka hidup secara terpisah untuk tetap mendaftar pajak. 

Berikut ini kegiatan yang dilakukan peserta sosialisasi dan pendampingan Kewajiban Pajak Di Desa 
Waluyojati Kecamatan Ambarawa. 

 
Gambar 1 Kegiatan sosialisasi dan pendampingan 
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KESIMPULAN 
UMKM (Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah) tumbuh semakin marak Indonesia setiap tahunnya, yang 

memberikan kontribusi terhadap pertumbuhan perekonomian negara secara keseluruhan. UMKM yang 
tergabung menjadi sasaran pelaksanaan pengabdian masyarakat untuk meningkatkan kesadaran wajib pajak 
penghasilan UMKM yang terdapat di Kecamatan Ambarawa . Selain itu, diharapkan mereka yang mengikuti 
pelatihan  dapat berbagi apa yang mereka pelajari dengan pelaku UMKM lainnya di komunitas mereka. 
Berdasarkan hal tersebut, dipandang perlu dilakukan suatu kegiatan sosialisasi dan Pendampingan kewajiban 
pajak  UMKM guna meningkatkan pengetahuan perpajakan Usaha Makro,Kecil dan Menengah di Desa 
Waluyojati Kecamatan Ambarawa  lebih baik. berdampak pada tingkat kepatuhan wajib pajak. 

Diharapkan dari kegiatan pelaksanaan pengabdian masyarakat dapat meningkatkan pemahaman 
peserta tentang risiko pemeriksaan pajak, mereka akan dapat  mengurangi biaya pajak dari denda pajak bagi 
Usaha Makro, Kecil dan Menengah. Di sisi lain, kegiatan pengabdian kepada masyarakat guna membantu 
pemerintah dalam meningkatkan penerimaan pajak karena semakin banyak Usaha Mikro, Kecil dan Menengah 
yang sadar akan  hak dan kewajiban perpajakannya. 
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